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Nomor : 564/DJU.2/KP1.1.3/VIII/2025 Jakarta, 26 Agustus 2025 
Sifat : Biasa  
Hal : Himbauan 

           
         
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia 

Di 

Tempat 

 

 

Menindaklanjuti surat Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Nomor: B-4/1774/HI.04.02/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, 

perihal Pelaksanaan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan 

Hubungan Industrial Tahun 2025 (surat terlampir), maka dalam rangka 

mendukung pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan 

Industrial Tahun 2025 tersebut, kami minta agar Pengadilan Negeri seluruh 

Indonesia dapat turut mempublikasikan adanya penerimaan Hakim Ad Hoc PHI 

pada media elektronik yang dimiliki Satuan Kerja. 

Selain itu, kami juga meminta agar Pengadilan Negeri seluruh Indonesia 

dapat memberikan layanan administratif Surat Keterangan Tidak Pernah 

Dipidana dan dapat membantu menyediakan layanan administratif tersebut 

dengan segera dan akurat dengan tetap memperhatikan prosedur yang ada. 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan 

kerjasamanya diucapkan terimakasih.  
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KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  

DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 5255733 Ext 600, 
Faksimile(021) 5213334  Laman : http://www.kemnaker.go.id 

Nomor : B-4/1774/HI.04.02/VIII/2025   20 Agustus 2025 

Lampiran : - 

Hal : Pelaksanaan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Pada 
Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025 

Yth.  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 
Ditjen Badilum, Mahkamah Agung 
di Tempat 

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
1462/DJU/KP1.1.3/XIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Kebutuhan Hakim Ad-Hoc 
PHI, dengan ini kami beritahukan pelaksanaan seleksi administratif Calon Hakim Ad-Hoc 
pada Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2025 sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dan pengusulan terkait Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial dimulai pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai
dengan 4 Oktober 2025, dan dilaksanakan melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (SSCHPHI);

2. Pengumuman, syarat dan ketentuan mengenai pendaftaran dan pengusulan Calon
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat melalui laman
http://sschphi.kemnaker.go.id/;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mohon dukungan Saudara untuk: 

1. Menyebarluaskan informasi tersebut pada website resmi dan media sosial Mahkamah
Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.

2. Menyampaikan kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar berkenan
memberikan layanan administratif berupa surat keterangan bahwa Calon Hakim Ad-
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak pernah dipidana karena melakukan
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dengan mencantumkan untuk keperluan mengikuti "Seleksi Calon Hakim Ad-
Hoc PHI Tahun 2025;

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih. 

Direktur 
Penyelesaian  Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Agatha Widianawati 
NIP 19710206 200501 2 001 

Tembusan: 
1. Dirjen PHI dan Jamsos, Kemnaker;
2. Dirjen Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
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